
 

 

 

 

 

                                         
 
 
 
 
                  

                                                   



 

 

PROFIL DINAS LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI BANTEN 
 

 

 

 

 

PT. GEMILANG BERKAH KONSULTAN 

 

Tim Penyusun 

Syamsul Arifin SE.MSe. 

Putri Yasmin S.Si. MSi 

Nurdin S.Hut 

 

Tim Pendukung 

Dita Hardiyansyah S.Si. 

Lilis Lestari S.Sos. 

Siti Sapuroh 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI BANTEN 



 

BUKU PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUKU PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  54 

 

 

 

 

 

 

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten 

didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.  

 

Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.  

  

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan merupakan unsur 

pelaksana  urusan pemerintahan 

daerah yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggung  jawab  kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan mempunyai tugas 

membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah provinsi. 
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Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;  

a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) 

provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk 

Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;  

b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 

(satu) Daerah provinsi;  

c. Pengelolaan Kehati provinsi;  

d. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 

(satu) Daerah provinsi;  

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah provinsi;  

f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang 

berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi;  

g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;  
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h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan 

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah 

provinsi;  

i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;  

j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:  

1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin 

lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah provinsi;  

2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau 

dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;  

k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;  

l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);  

m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan 

kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);  

n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan 

hutan lindung, meliputi :  

1)  Pemanfaatan kawasan hutan;  

2)  Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;  

3)  Pemungutan hasil hutan;  

4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan 

penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;  
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o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;  

p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan 

produksi;  

q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;  

r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas 

produksi < 6000 m³/tahun;  

s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 

(KHDTK) untuk kepentingan religi;  

t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara 

lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;  

u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak 

dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.  

v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan 

daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian 

alam;  

w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;  

1)  Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;  

2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas 

Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) Daerah provinsi;  

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

 



 

BUKU PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

▪ Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pengelolaan lingkungan 

hidup dan kehutanan Propinsi Banten 

▪ Mengkoordinir dan merumuskan pengkajian dampak dan penegakan 

hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

▪ Mengkoordinir pengendalian pencemaran lingkungan.  

▪ Merumuskan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian 

kerusakan lingkungan.  

▪ Menetapkan rumusan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM 

dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan.  

▪ Mengembangkan program komunikasi, peningkatan sumber daya 

manusia dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan. 

KEPALA DINAS

Bidang Penataan dan 
Peningkatan 

Kapasitas

Bidang Pengelolaan 
Sampah, Limbah B3 
dan Pengendalian 

Pencemaran

Bidang Perencanaan 
dan Pemanfaatan 

Hutan 

Bidang Pengeolaan 
DAS, KSDAE dan 
Pemberdayaan  

Masyarakat 

Sekretaris DInas
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▪ Menetapkan perizinan dibidang lingkungan hidup, yakni; izin 

pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) 

skala propinsi.  

▪ Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan 

lingkungan hidup dengan pemerintah, pemerintah daerah 

kabupaten/kota.  

▪ Mengkoordinasikan pembinaan dan pengendalian pengelolaan 

lingkungan hidup dengan organisasi pemerintah propinsi. 

▪ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan 

program. 

▪ Melakskanakan koordinasi, integasi, sinkronisasi, dan simplikasi 

dalam pelaksanaan tugas.  

▪ Menyusun laporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  
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Sekretariat Dinas 

 

 

 

 

 

Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas 

▪ Menyusun rencana operasional sekretariat. 

▪ Menyiapkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.  

▪ Memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam 

melaksanakan tugas untuk pembinaan karier.  

▪ Menyusun rencana kerja kesekretariatan Dinas.  

▪ Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan 

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan 

pelaporan.  

▪ Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi 

umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.  

▪ Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan 

evaluasi dan pelaporan.  

SEKRETARIS DINAS

Kasubbag  
Keuangan 

Kasubbag 
Kepegawaian 
dan Umum

Kasubbag 
Program  

Evaluasi dan 
Pelaporan 


